Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 500 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan
struktur permodalan dan/atau penugasan Badan Usaha Milik
Daerah, perlu dilakukan investasi langsung berupa
Penyertaan Modal Daerah tahun 2024;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur
Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada
Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam
Rencana Kegiatan Investasi dengan Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

754);

6. Peraturan Gubernur Tahun 92 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020

Nomor 51038);
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEGIATAN
INVESTASI TAHUN 2024.

Menetapkan Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2024 dengan
uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU merupakan dokumen perencanaan investasi untuk
periode 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024
sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun dan menganggarkan
Penyertaan Modal Daerah dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana
Bisnis Badan Usaha Milik Daerah, dokumen kajian kelayakan
bisnis, serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




KEEMPAT : Alokasi anggaran Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan mengikuti tahapan serta hasil pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

UR DAERAH KHUSUS
TA JAKARTA, _
12)

o,

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta




‘eyrexer
DIA 1sunsold yejyunowdd lrep ueeuepuad
uedunynp ueNnEowsw  Jued yerse(q
uep [euoise) sidajeng weidold uexedniow

(rere33uep—owioapo[aA) g1 9ased L1 T
uep ‘iserd3auna) Suek Jqnd (epoiasiag)
1seyjodsuen)  ueypnfnmowr exsuer uweep ‘I ¥¢0C 'P'S €20C -‘000°000°00+'€8S'T opunuadoid erreser 1d | ‘¢
‘0£0Z unye) eped 1Es0[os UBN}3IEID
dued yeioeq uep [euoiseN Si39jeng
ureiSoid uexedniow g ased IV ohoid g
uep ‘{yDIr ep ueweluid uep Yeqly ewoys
mpeow reAeiqip SueA g asey elrexer LN (epoiasiag)
ISHNISUOY ueresopduad eysuel werep I 0€0C 'P'S 610C -‘L9%°6T8'S0S°0C1'S elrexe JIN JId | T uesednuad | °|
(unye) (dy) BIdE
ueduequinidd Uep uesery uejerdoy] ueeuesyedd rereSSuy d d ON | uesmIUNIag | ON

nysfe M Isewnsy

AN eSO veped |

+C0C NNHV.L ISVLSHANI NV.LVIOHY VNVONHA NVIVIN

¥C0C NNHV.L ISVLSHANI NVLVIOEM VNVONHA

ONV.INHL

€207 NNHVI 005 JONON

VIAVIV VLOMNAI
SNSNHI) HVIHEVA JNNJHIND NVSNLNdHA

NVIIdNV]




ONO.LIVH HQ\? __
‘ ‘ __ =

@
<§§<w V.LO .«/
SNSNHY HYIAVA JNNJF

-‘L9%'678'S06 €06°L TVIOL
"ITey Ot Jesaqas oy
buupab TewISyew Te[iu ‘QesIsl O Yeress TepPOIN
TynusLst eun3 werepoutiad yysnns weyensusd +20T -‘000°'000°000°00C elrexep eplje Id | ¢ | uerensusg
(e ) (dy) yelseq
ueSuequInod Uep uesery uejersday] ueeuesyeed wereSsuy SN eYes)) wepeg ON | uesniunIag | oN
neM 1ISewnsy ..




